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ABSTRAK 

Bella Yolanda (63200416), Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Melalui E-filling 

Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Studi Kasus di My Tax Indonesia Pantai 

Indah Kapuk Jakarta Utara 

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem dengan melibatkan wajib pajak 

secara aktif yakni kesadaran diri (Self Assesment). Pemungutan pajak merupakan 

bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya 

peran aktif dari masyarakat dalam membantu pebiayaaan negara. Penulisan ini 

bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunan melalui e-

filling untuk wajib pajak orang pribadi. Pemerintah meluncurkan e-filling untuk 

membantu wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan tahunan. Penelitian ini 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh berasal dari 

naskah wawancara, dokumen pribadi, dan observasi. Konsultan pajak adalah sebutan 

bagi otang yang menawarkan jasa konsultasi bidang perpajakan untuk membnatu 

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannnya.Wajib 

pajak akan merasa mudah, cepat, hemat biaya,serta telah melaksanakan aturan 

kepegawaiannya. Supaya bisa menggunakan e-filling, wajib pajak harus memiliki 

EFIN, NPWP, dan akun DJP Online. Namun dalam penerapan e-filling masih ada 

hambatan yaitu jaringan internet tidak stabil, server down, dan NPWP bermasalah.  

  

Kata Kunci: SPT Tahunan, E-filling, Wajib Pajak Orang Pribadi 
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ABSTRACT 

Bella Yolanda (63200416), Mechanism Annual SPT Reporting Via E-filling For 

Individual Taxpayers Case Study In My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk North 

Jakarta   

The taxation system in Indonesia adhers to system by actively involving taxpayers, 

namely self assessment. Tax collection is a from of obligation of citizens as taxpayers, 

and is evidence of active role of the community in assisting state financing. This paper 

aims to find out how the mechanism for reporting annual SPT via e-filling 

forindividual taxpayers.The government launched e-filling to help taxpayers report 

their annual notofications letters. This study use qualitative descriptive method where 

the data obtained came from interview scripts, personal documents, and observations. 

A tax consultant is a term for a person who offers consulting service in the field of 

taxation in exercising their rights and fulfilling their tax obligations. Taxpayers will 

find it easy, fast, cost effective, and have implemented staffing regulations.In order to 

use e-filling, taxpayers mush have an EFIN, NPWO, and an online DJP account. 

However, in the implementation og e-filling, there are still obstacles, namely unstable 

internet network, down server, and problematic NPWP.  

 

Keywords: Annual SPT Reporting, E-filling,individual taxpayers 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

 Pajak merupakan hal yang sangat penting karena memiliki kontribusi terbesar dan 

menjadi sumber penerimaaan untuk mendanai perbelanjaan dan kebutuhan dalam 

membangun wilayah negara Indonesia. Peningkatan kesadaran subjek pajak, baik 

individu maupun organisasi, dalam membayar pajak dan mengadukan pajaknya untuk 

negara bisa menyebabkan peningkatan kinerja untuk sarana dan prasarana 

pembangunaan negara. Pembayaran pajak oleh subjek pajak termasuk dalam pajak 

pusat dan berkontribusi pada peningkatan kinerja penerimaan negara. Pajak 

penghasilan yang dibayar oleh subjek individu ialah salah satu pajak pusat. Otoritas 

akan terus melangsungkan upaya yang cukup insentif dengan membuat berbagai 

ketentuan untuk program ekspansi jangka pendek dan jangka panjang. Ini akan 

memungkinkan peningkatan penerimaan pajak yang berkelanjutan.   

 Saat ini, otoritas sudah memberikan kepercayaan untuk penduduknya melewati 

sistem selt assesment. “Subjek pajak diberikan wewenang penuh dalam menghitung, 

memperhitungkan, menyetorkan, dan mengadukan sendiri total pajak terhutang 

mereka” (Rizki, 2019). Melewati self assessment, pelaksanaan penyetoran pajak 

diharapkan akan lebih efektif dan efisien serta penerimaan pajak juga menaik. Selain 

memakai sistem self assessment pada pemenuhan kewajiban perpajakan, otoritas juga 

melaksanakan modernisasi administrasi. Bentuk atas modernisasi administrasi pada 

pajak berupa penerapan e-filing dalam pelaporan pajak. 

 “Modernisasi  administrasi  ialah  bentuk  perkembangan  era  globalisasi  di  

bidang teknologi  saat  ini.Adanya  teknologi  yang  semakin  modern  tentu  akan 

membawa  perubahan  dan  kemudahan pada  bidang  elektronika  dalam  menjalankan 
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tanggung  jawab  kearsipan” (Pratiwi, 2023).   Inovasi-inovasi  dalam  bidang  ini  akan  

terus  bermunculan begitu pula pada bidang perpajakan. Inovasi yang ada tentu saja 

akan menjadi lebih praktis dan  mempunyai  taraf  risiko  yang  lebih  kecil  dari  pada  

pelaksanaan menggunkan manual. Semakin banyak msayarakat membayar pajak, 

maka semakin banyak pula sarana dan prasarana yang akan dibangun. 

 Direktorat Jenderal Pajak terus melangsungkan inovasi perpajakan sekorelasi 

dengan penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan buat 

memaksimalkan penerimaan pajak yang ada dengan mengutamakan asas keadilan 

sosial dan memberikan layanan prima untuk subjek pajak buat membantu penduduk 

memenuhi kewajibannya buat membayar pajak. Kementerian Keuangan dan 

Direktorat Jendral Pajak berharap bisa membawa perpajakan negri ke era modern 

digital berkat kemajuan teknologi. Ini akan menjadi contoh nyata dari reformasi pajak 

Indonesia. 

 Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan sistem e-filling buat menaikkan 

pelayanan pajak. Pada bulan Mei 2004, produk e-filling secara resmi diluncurkan 

melewati Keputusan Dirjen Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004. Tepat pada 24 Januari 

2005, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Dirjen Pajak meluncurkan produk 

e-filling, juga dikenal sebagai sistem penisian elektronik, di Kantor Kepresidenan.. 

 Berlandaskan Regulasi Kementerian Keuangan NO.181/PMK.03/2007, e-filling 

ialah aplikasi sistem e-goverment yang dirancang oleh Direktorat Pajak dan 

Kementerian Keuangan buat memudahkan proses administrasi perpajakan dan 

menaikkan kinerja otoritas dalam penerimaan pajak. E-filling ialah cara penyampaian 

SPT Masa maupun Tahunan secara elektronik secara online dan real time yang 

disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak.. 
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 Melihat dari UU Direktorat Jenderal Pajak No.PER-02/PJ/2019 mengenai cara 

penyampaian,penerimaan, dan pengolahan SPT Pasal (1) ayat (8) menyatakan 

bahwasanya e-filing ialah cara penyampaian SPT memakai cara tertentu yang sudah 

ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan kebijakan ini Direktorat Jenderal 

Pajak mewajibakan dan mendorong seluruh subjek pajak ntuk mengadukan SPT 

memakai e-filing. 

 Tata cara dan prosedur penyampaian Surat edaran (SPT Tahunan) bagi Wajib 

Pajak Orang Pribadi pada regulasi Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2014 

memakai formulir 1770s atau 1700ss secara e-filling melewati website Direktorat 

Jenderal Pajak menekankan adanya modernisasi administrasi perpajakan. Pada 

akhirnya adanya sistem tersebut, prosedur pada penyampaian SPT Tahunan ini 

menjadi lebih efektif dan efisien karena dilaksanakan secara online dan real time pada 

halaman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hal ini menjadi  bentuk bahwasanya pajak 

sudah siap mengikuti perkembangan zaman dengan teknologi  yang semakin maju.  

 Namun tidak semua subjek pajak yang berada di Indonesia mampu mengikuti 

perkembangan zaman dan kemajuan teknologi tersebut. Beberapa subjek pajak belum 

atau bahkan terlambat mengadukan SPT tahunannya karena mengalami kendala 

seperti, kurang pahamnya prosedur  pelaporan,  takut  adanya   salah penginputan 

pelaporan, dan lupa kata sandi atau password pada e-mail yang tertaut di akun e-fin. 

Hal  ini  dialami  oleh  beberapa  klien pada KKP My Tax Indonesia PIK.  Beberapa  

klien  ini  mempunyai kendala dalam mengirimkan SPT tahunannya, baik dari subjek 

pajak yakni badan maupun subjek individu. Diantara mereka, merasa bahwasanya 

pelaporan SPT tersebut rumit dan tidak ada  waktu  dalam  mengurusnya. Pada 

akhirnya  wajib  pajak  tersebut  meminta  jasa perpajakan untuk KKP My Tax 

Indonesia PIK.  
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 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik buat melangsungkan 

penelitian dengan mengambil judul skripsi “Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan 

Melalui E-filling Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax 

Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara)”. 

 

1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1. Identifikasi Masalah 

            Berlandaskan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan identifikasi masalah  

ialah yakni: 

1. Penerapan sistem e-filling dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak untuk 

orang pribadi yang memiliki mekanisme tersendiri dan sesui dengan aturan 

otoritas. 

2. Pelaporan SPT Tahunan melalui e-filling juga memiliki hambatan atau 

kendala bagi wajib pajak khusunya orang pribadi. 

 

1.2.2. Perumusan Masalah 

         Bedasarkan paparan pada latar belakang penelitian di atas, maka pokok 

permasalahan dalam riset ini bisa disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana mekanisme pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

atau individu pada KKP My Tax Indonesia PIK? 

2. Apakah hambatan yang dihadapi pada e-filling dalam melaporkan SPT 

tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP My Tax Indonesia PIK. 

 

1.3. Ruang Lingkup Penelitian 
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Agar penelitian ini lebih fokus terarah dan tidak meluas penulis membatasi 

masalah yang ada dalam skripsi ini. Adapun batasan-batasan tersebut ialah: 

1. Riset ini akan fokus meneliti prosedur pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan pada KKP My Tax Indonesia. 

2. Riset ini hanya memfokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengadukan 

SPT Tahunan dengan memakai e-filing. 

 

1.4. Maksud dan Tujuan Penelitian 

1.4.1. Maksud Penelitian 

Bedasarkan latar belakang yang disampaikan, maksud dari riset ini ialah untuk 

menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis  khususnya mengenai topik 

prosedur pelaporan SPT Tahunan pada e-filling. 

 

1.4.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui mekanisme pada pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang 

pribadi melalui e-filing pada KKP My Tax Indonesia PIK. 

2. Untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan e-

filling terhadap pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KKP 

My Tax Indonesia PIK. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan skripsi “Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Untuk Wajib 

Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta 

Utara)”. dapat mencakup beberapa bab, sebagai berikut : 

1. Bab I Pendahuluan 

Yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan peneliti, maksud peneliti, 

ruang lingkup peneliti dan sistematika penulisan. 

2. Bab II Tinjuan Pustaka 

Memaparkan teori-teori yang relevan dan penelitian terdahulu yang sudah 

dilangsungkan dalam topik yang sama. 

3. Bab III Metodologi Penelitian 

Yang berisi jenis penelitian, Objek, unit analisis, lokasi penelitian, jenis dan 

sumber data penelitian, operasional variable, metode penarikan sampel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan atau analisis data. 

4. Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, hasil pengumpulan data, variable 

yang diteliti, analisis datai variable yang diteliti. Pembahasan dan interprestasi 

hasil penelitian 

5. Bab V Kesimpulan dan Saran 

Merangkum kesimpulan dan memberikan saran bedasarkan temuan penelitian.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1. Pengertian / Konsep / Teori Umum 

2.1.1. Pengertian Prosedur 

Suatu prosedur ialah suatu proses, langkah, atau tahapan dari serangkaian 

tindakan yang saling berkorelasi satu sama lain. Prosedur juga biasanya melibatkan 

beberapa orang yang bekerja dalam suatu departemen di perusahaan.  

Menurut Mulyadi mendefinisikan “Untuk memastikan bahwasanya transaksi 

bisnis yang berulang dilayani dengan cara yang sama, prosedur ialah urutan pekerjaan 

yang dilangsungkan oleh beberapa orang” (Wijaya & Irwan, 2020). 

Menurut Dubey “Rencana operasi dalam menangani tugas bisnis yang berulang 

disebut prosedur” (Veraniansyah, 2019). 

Penulis bisa menyimpulkan dari kedua definisi prosedur di atas bahwa defenisi 

prosedur ialah urutan tindakan yang bisa melibatkan satu atau beberapa orang yang 

bekerja dalam satu departemen atau lebih dan disusun buat memastikan bahwasanya 

transaksi bisnis dilangsungkan dengan cara yang sama atau selaras. Penulisan, kode, 

perbandingan, penggandaan, pemilihan, perhitungan, dan pembuatan daftar ialah 

semua aspek pekerjaan klerikal. 

 

2.1.2. Manfaat Prosedur 

Suatu prosedur bisa memberikan manfaat yakni: 
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1. Bisa membantu dalam menentukan langkah-langkah kegiatan di masa yang 

akan datang.  

2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas, pada 

akhirnya menyederhanakan pelaksanaan kemudian setelahnya mengerjakan 

yang seperlunya saja. 

3. Adanya petunjuk atau program kerja yang jelas dan wajib dipatuhi oleh 

seluruh pelaksana.  

4. Membantu dalam upaya menaikkan produkivitas kerja yang efektif dan 

efisien.  

5. Mencegah penyimpangan dan mengurangi kerusakan. 

 

2.1.3. Tujuan Prosedur 

Menurut Rao (Veraniansyah, 2019) tujuan dari prosedur adalah sebagai 

berikut:  

1. Menjamin arus data berjalan dengan mudah dalam antrean yang pas.  

2. Menjauhi mungkin ketakjujuran.  

3. Membagikan batasan pengaturan yang pas.  

4. Membolehkan penyisipan data yang lenyap cocok dengan persyaratan 

sistem.  

5. Membiasakan data yang tidak cermat.  

6. Memasukkan data bonus yang dikira butuh.  

7. Mengkonfirmasi persyaratan hukum.  

8. Membagikan data yang pas buat bos serta administrator dengan pas durasi.  

9. Mengintegrasikan. 
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2.2. Pengertian / Konsep / Teori yang Mendukung Dinamika Teori 

2.2.1. Pengertian Pajak 

Tujuan pembangunan nasional ialah untuk menaikkan kesejahteraan material dan 

spiritual rakyat. Agar dapat mencapai tujuan tersebut, masalah pendanaan 

pembangunan wajib sungguh diperhatikan. “Pajak ialah cara untuk memperoleh dana 

dari dalam negeri buat mendanai pembangunan dan memiliki sifat iuran yang bisa 

dilaksanakan dan berdampak tanpa jasa timbal balik, kotraprestasi, atau imbalan 

secara langsung” (Sihombing & Alestriana, 2020). 

"Pajak ialah kontribusi wajib untuk negeri yang terutang oleh subjek individu atau 

badan yang bersifat memaksa berlandaskan Undang-undang, dengan tidak 

memperoleh imbalan secara langsung, dan dipakai bagi keperluan negara bagi 

sejumlah-besarnya kemakmuran rakyat"(Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

No. 6 Tahun 1983). 

Agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pajak, berikut ialah 

beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli: setiap definisi memiliki tujuan yang 

sama: 

1. Mr. Dr. N.J. Feldmann  

“Pajak ialah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang untuk penguasa, 

(berlandaskan norma-norma yang ditetapkannya secara umum), Tanpa adanya 

kontra-prestasi dan semata-mata dipakai agar dapat menutupi pengeluaran-

pengeluaran umum.” 

2. Prof. Dr. M.J.H. Smeets  
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“Pajak ialah prestasi untuk Otoritas yang terutang melewati normanorma umum, 

dan yang bisa dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang bisa ditunjukan dalam 

hal yang individual, maksudnya ialah buat memdanai pengeluaran Otoritas.” 

3. Dr. Soeparman Soemahamidjaja  

“Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh Penguasa 

berlandaskan norma-norma hukum, guna penutup dana produksi barang-barang 

dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” 

4. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. 

“Pajak ialah iuaran rakyat untuk nrgara berlandaskan undang-undang (yang bisa 

dipaksakan) dengan tidak memperoleh jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung 

bisa ditunjukkan dan yang dipergunakan buat membayar pengeluaran umum.  

Kemudian, dia mengubah definisi pajak dengan mengatakan, "Pajak ialah transfer 

kekayaan dari rakyat ke kas negri buat memdanai pengeluaran rutin dan surplusnya 

dipergunakan buat kehematan publik, yang ialah sumber utama buat memdanai 

investasi publik" (Sihombing & Alestriana, 2020). 

Karena definisi di atas berfokus pada "iuran wajib", istilah "dipaksakan" 

tampaknya tidak relevan. Faktor lain yang berkaitan dengan kontraprestasi 

menekankan betapa pentingnya mewujudkan kontraprestasi melewati pajak. 

Berlandaskan definisi di atas, bisa disimpulkan bahwasanya karakteristik—

karakteristik yang melekat pada definisi pajak, yakni:  

1. Pajak ditetapkan berlandaskan undang-undang dan aturan pelaksanaan yang 

bisa dipaksakan.  

2. Pembayaran pajak tidak bisa menunjukkan adanya kontraprestasi otoritas 

secara individual.  

3. Pajak dibayar oleh otoritas negri, baik otoritas pusat maupun otoritas daerah.  
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4. Pajak diperbuatkan buat pengeluaran otoritas, dan bila ada surplus dari 

pemasukannya, itu dipakai buat memdanai investasi publik. 

 

2.2.2. Fungsi Pajak 

Sebagaimana sudah diketahui ciri – ciri yang melekat pada pengertian 

pengertian pajak, berlandaskan Sihombing dan Alestriana (2020:4) fungsi pajak 

ialah yakni:  

1. Fungsi Anggaran (Budgeter): Pajak menghasilkan penghasilan negara 

dengan mengumpulkan dana dari subjek pajak ke kas negara untuk 

mendanai pengeluaran negara atau pemerintah seperti pembangunan 

saranana dan prasarana atau pengeluaran lainnya. Dengan demikian, fungsi 

pajak ialah sumber penghasilan untuk negara yang bermaksud untuk 

menyeimbangkan pengeluaran dengan penghasilan yang diterima.  

2. Fungsi Mengatur (Reguler): Pajak tidak hanya berfungsi sebagai 

penerimaan, atau budgeter, tetapi juga ber 

3. fungsi sebagai alat  agar dapat mengatur atau melaksanakan kebijakan 

sosial dan ekonomi. Dimungkinkan untuk mengurangi pajak yang tinggi 

pada minuman keras sebagai contoh. Ini juga berlaku untuk produk atau 

barang mewah.  

4. Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi): Pajak bisa dipakai buat 

menyeimbangkan pembagian penghasilan dengan kebahagiaan dan 

kesejahteraan penduduk.  

5. Fungsi Stabilisasi: Pajak bisa dipakai buat menstabilkan keadaaan dan 

keadaan perekonomian. Misalnya, otoritas bisa menentukan pajak yang 



12 
 

 
 

tinggi buat mengurangi inflasi dan menurunkan total uang yang beredar 

buat mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi 

 

2.2.3. Pengelompokan Pajak 

Pajak dikelompokan ke dalam tiga kelompok yakni:  

a. Berdasarkan golongan atau pembebanan, dibagi menjadi yakni:  

1) Pajak langsung ialah pajak yang menjadi beban langsung subjek pajak 

yang bersangkutan, bukan untuk pihak lain, seperti Pajak Penghasilan. 

2) Pajak tidak langsung ialah pajak yang bisa dilimpahkan untuk pihak 

lain, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Berdasarkan sifat, pembedaan dan pembagian pajaknya berlandaskan ciri 

– ciri prinsip ialah yakni:  

1) Pajak objektif ialah pajak yang pengenaannya berlandaskan objeknya 

tanpa memperhatikan keadaan diri Subjek pajak; contohnya, Pajak 

Penghasilan.  

2) Pajak subjektif ialah pajak yang pemungutannya atau pengenaannya 

berlandaskan subjeknya yang setelahnya dicari syarat objektifnya; 

contohnya, Pajak Penghasilan. 2) Pajak objektif ialah pajak yang 

pengenaannya berlandaskan objeknya tanpa memperhatikan keadaan 

diri Subjek pajak.  

c. Berlandaskan pemungut dan pengelolanya, ialah yakni.  

1) Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh otoritas pusat dan dipakai 

buat memdanai rumah tangga negri. Contoh pajak pusat ialah Pajak 

Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang 

Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.  
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2) Pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh otoritas daerah dan 

dipakai untuk memenuhi dan mencukupi biaya rumah tangga daerah.  

 

2.2.4. Sistem Penarikan Pajak 

Ada beberapa sistem penarikan pajak yakni yakni.  

a. Sistem Official Assesment 

sistem penarikan pajak yang memungkinkan otoritas (fiskus) buat 

menentukan total pajak yang wajib dibayar. Ciri-ciri sistem evaluasi resmi 

ialah yakni: 

1) Buat menentukan total pajak yang wajib dibayar.  

2) Subjek pajak dalam sistem pemungutan ini bersifat pasif.  

3) Utang pajak akan muncul sesudah fiskus mengeluarkan surat ketetapan 

pajak.  

b. Sistem Self Assesment  

Sistem ini memberikan Subjek pajak wewenang, kepercayaan, dan 

tanggung jawab buat menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 

mengadukan sendiri total pajak yang perlu dibayar.  

c. Sistem Withholding   

Sistem penarikan pajak ini memberikan pihak ketiga wewenang buat 

memotong atau memungut total pajak yang terutang oleh subjek pajak.   

 

2.2.5. Tarif Pajak 

Sebagaimana dinyatakan "Fee pajak ialah fee dasar pengenaan besarnya pajak 

yang wajib dibayar subjek pajak yang menjadi tanggungannya." (Sihombing & 

Alestriani, 2020). Fee pajak bisa dinyatakan dalam presentase, dan penetapannya 
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wajib adil. Sama halnya dengan pajak penghasiilan, presentase fee pajak bisa dibagi 

menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama yakni Fee Kecil, yang legal untuk 

ekskalasi bawah pengenaan pajak, semacam fee Pajak Pemasukan sesuai Hukum 

No 36 tahun 2008 hal Pajak Pemasukan untuk Subjek pajak Orang Individu. Yang 

kedua yakni Fee Efisien, yang yakni presentase fee pajak yang efisien yang legal 

ataupun wajib diaplikasikan untuk bawah pengenaan pajak khusus. Tidak hanya fee 

pajak yang dituturkan di atas, terdapat 4 tipe fee pajak yang lain, ialah ialah.  

a. Fee Pajak Proporsional atau Sebanding  

Fee pajak sepadan yakni fee pajak berbentuk persentase senantiasa atas 

berapapun keseluruhan yang menjaddi bawah pengenaan pajak. Misalnya 

pengenaan Pajak Pertambahan Angka 10% atas penyerahan Benda Kena Pajak.  

b. Fee Pajak Progresif   

Fee pajak yang mengubah persentase fee pajak sesuai dengan total yang 

menjadi dasar pengenaan pajak. Fee Pajak Penghasilan tahun pajak 2009 buat 

Subjek pajak Subjek individu ialah contohnya:  

1) Fee 5% buat dasar pengenaan pajak 0 sampai Rp 50.000.000. 

2) Fee 15% buat diatas Rp 50.000.000 sampai Rp 250.000.000. 

3) Fee 25% buat diatas Rp 250.000.000 sampai Rp 500.000.000. 

4) Fee 30% buat diatas Rp 500.000.000.  

Karena kenaikan feenya, fee progresif dibagi menjadi fee progresif progresif, 

tetap, dan degresif.  

c. Fee Pajak Degresif   

Fee pajak degresif ialah fee pajak yang diterapkan semakin rendah bila total 

yang menjadi dasar pajak menjadi semakin besar.  
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d. Fee Pajak Tetap  

Fee pajak tetap, seperti fee bea materai, ialah fee pajak yang besarnya tetap atas 

total yang menjadi dasar pengenaan pajak.  

 

2.2.6. Nomor Pokok Wajib Pajak 

      Berdasarkan Undang--Undang Nomor 16 Tahun 2OO9 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 

nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi 

perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 

Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Setiap Wajib 

Pajak hanya diberikan satu NPWP dan NPWP tersebut berfungsi sebagai tanda 

pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta untuk menjaga ketertiban dalam 

pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Wajib 

Pajak yang telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Perpajakan 

(KPP) adalah Wajib Pajak yang telah diberikan NPWP yang terdiri dari 15 

(lima belas) digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak 

dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak.  

 

2.3. Pengertian / Konsep / Fungsi Uraian Teoritis dan Kerangka Berpikir 

2.3.1. Pengertian Surat Pemberitahuan 

 Menurut Sihombing dan Alestriani (2020:6) Surat pemberitahuan merupakan 

sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban 

perpajakan. SPT harus di isi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia 

dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan 



16 
 

 
 

menandatangani serta menyampaikan ke kantor pelayanan pajak [KPP] atau tempat 

lain yang ditetapkan oleh direktur jendral pajak. 

Berdasarkan Pasal 1 ayat 11 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pengertian Surat 

Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk 

melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan 

objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan pertauran 

perundang – undangan perpajakan. Dari pengertian diatas terdapat dua jenis SPT 

yaitu SPT Tahunan dan SPT Masa. SPT Tahunan adalah surat pemberitahuan untuk 

suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. SPT Tahunan merupakan jenis 

pelaporan yang wajib bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. SPT 

Masa adalah surat pemberitahuan yang digunakan untuk satu masa pajak. Dari dua 

jenis surat pemberitahuan diatas ada dua bentuk surat pemberitahuan yaitu dalam 

bentuk formulir kertas (hardcopy) dan e-SPT yaiu data SPT Wajib Pajak dalam 

bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT 

yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak. 

 

2.3.2. Fungsi Surat Pemberitahuan 

Menurut Sihombing dan Alestriani (2020:27) dalam bukunya yang berjudul 

Perpajakan Teori dan Aplikasi menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dari surat 

pemberitahuan diantaranya sebagai berikut:  

a. Bagi Pengusaha   
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Bagi pengusaha, SPT Pajak Penghasilan ialah cara buat mengadukan dan 

mempertanggungjawabkan perhitungan total pajak yang terutang dan 

mengadukan mengenai:  

1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang dilangsungkan sendiri atau melewati 

pemotongan atau penarikan pajak oleh pihak lain dalam satu tahun pajak atau 

bagian tahun pajak.  

2) Penghasilan yang ialah objek pajak atau bukan objek pajak.  

3) Harta dan kewajiban.  

4) Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut pajak subjek 

individu atau badan lain mengenai pemotongan atau penarikan pajak mereka 

dalam satu tahun pajak sesuai dengan ketentuan regulasi perundang-

undangan.  

b. Bagi Pengusaha Kena Pajak  

Guna SPT untuk wiraswasta kena pajak yakni untuk memberi tahu serta 

mempertanggungjawabkan keseluruhan Pajak Pertambahan Angka serta Pajak 

Pemasaran atas Benda Elegan yang sesungguhnya terutang, dan untuk memberi 

tahu hal:  

1) Pengkreditan Pajak Masukan atas Pajak Keluaran;  

2) Pembayaran atau pelunasan pajak yang sudah dilangsungkan sendiri oleh 

Pengusaha Kena Pajak dan/atau melewati pihak lain dalam satu masa pajak 

sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak;   

c. Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak  

 Fungsi Surat edaran bagi pemotong atau pemungut pajak ialah buat mengadukan 

dan bertanggung jawab atas pajak yang dipotong atau dipungut. Semua formulir 

SPT, baik kertas maupun elektronik, wajib diisi dengan benar, lengkap, dan jelas 
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sesuai dengan petunjuk yang diberikan dalam Undang-Undang Perpajakan. 

Dalam mengisi SPT, istilah yang benar, lengkap, dan jelas dimaksudkan buat:  

1) Benar berarti benar dalam perhitungan, benar dalam penerapan regulasi 

pajak, benar dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya.  

2) Lengkap berarti memuat semua unsur yang berkaitan dengan objek pajak 

dan unsur lainnya yang wajib dilaporkan dalam SPT.  

3) Jelas berarti mengadukan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur 

lainnya yang wajib dilaporkan dalam SPT. 

2.3.3. Isi Surat Pemberitahuan 

Suatu SPT terdiri dari SPT induk dan lammpirannya sebagai suatu kesatuan yang 

tidak terpisahkan. Terdapat 2 (dua) data dalam Surat Pemberitahuan yaitu data dasar 

(formal) dan data materiil. Data dasar (formal) paling sedikit memuat:  

1. Nama Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan alamat Wajib Pajak.  

2. Masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun yang bersangkutan.  

3. Tanda tangan Wajib Pajak atau kuasa Wajib Pajak.  

Selain data dasar (formal) Surat Pemberitahuan memuat data materiil mengenai: 

1. Jumlah peredaran usaha,  

2. Jumlah penghasilan, termasuk penghasilan yang bukan merupakan objek pajak,  

3. Jumlah Penghasilan Kena Pajak,  

4. Jumlah pajak yang terutang,  

5. Jumlah kredit pajak,  

6. Jumlah kekurangan atau kelebihan pajak,  

7. Jumlah harta dan kewajiban,  

8. Tanggal pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29,  
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9. Data lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Wajib Pajak. 

 

2.3.4. Penyampaian Surat Pemberitahuan 

Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah diisi selanjutnya SPT tersebut 

disampaikan atau dilaporkan oleh Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau 

tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sejak 1 Januari 2013 ada 

4 (empat) cara bagi Wajib Pajak dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), 

sebagai berikut:  

a. Secara langsung  

Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dibagi kedalam dua cara yaitu: 

1) Melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) di Kantor Pelayann Perpajakan 

(KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau di Kantor Pelayanan, Penyuluhan, 

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), SPT yang disampaikan adalah: SPT 

Tahunan Lebih Bayar, SPT Tahunan Pembetulan, SPT Tahunan yang 

disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT, dan SPT Tahunan dalam 

bentuk e-SPT.  

2) Melalui Pojok Pajak, Mobil Pajak dimana saja yang disediakan oleh 

Direktorat Jenderal Pajak untuk melayani penyampain SPT Tahunan.  

3) Melalui Pos yang dikirim ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dengan bukti 

pengiriman surat, format penyampaian SPT Tahunan melalui pos dalam 

amplop tertutup dilekati dengan informasi yang memuat: nama Wajib Pajak, 

NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), jenis SPT 

(SPT Tahunan/SPT Pembetulan ke-), Perubahan Data (ada/tidak ada), nomor 

telepon, pernyataan, dan tanda tangan Wajib Pajak.  
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4) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang berbentk 

badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat jenis tertentu termasuk 

pengiriman SPT ke Direktorat Jenderal Pajak) dengan bukti pengiriman surat 

yang di kirim ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar, penyampaian SPT 

Tahunan melalui jasa ekspedisi syarat dan ketentuannya  sama dengan 

pengiriman SPT melalui Pos.  

5) Secara online melalui e-Filing pada website Direktorat Jenderal Pajak 

(www.pajak.go.id) atau pada Penyedia Jasa Aplikasi (Aplication Service 

Provider) yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai 

perusahaan yang dapat menyalurkan penyampaian SPT secara elektronik.  

 

2.3.5. Batas Waktu Penyampaian SPT 

  Menurut Pasal 3 ayat 3 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian SPT adalah 

sebagai berikut:  

a. Untuk SPT Masa, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.  

b. Untuk SPT Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak, 

Berikut disajikan dalam tabel batas waktu penyampaian SPT Tahunan. 

Tabel II.1 

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan 

No. Jenis SPT Batas Waktu 

Penyampaian 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go.id/
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1  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang 

melakukan kegiatan usaha atau  

pekerjaan bebas (1770)  

Paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun pajak  

2  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang 

tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas (1770  

S)  

Paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun pajak  

3  SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang 

mempunyai penghasilan dari satu 

pemberi kerja dengan penghasilan 

bruto tidak lebih dari Rp 60.000.000 

setahun  

(1770 SS)  

Paling lama 3 (tiga) bulan 

setelah akhir tahun pajak  

4  SPT Tahunan PPh Badan  

(1771)  

Paling lama 4 (empat) 

bulan setelah akhir tahun 

pajak  

Sumber: buku Perpajakan Teori dan Aplikasi (Sihombing dan Alestriani, 2020) 

  

2.3.6. Sanski Keterlambatan dan Tidak Menyampaikan SPT 

Wajib Pajak yang terlambat atau tidak menyampaikan maka akan dikenakan sanksi, 

adapun sanksi administrasi berupa denda:  

a. Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan SPT Masa PPN akan dikenai denda 

sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), untuk SPT Masa lainnya sebesar Rp 
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100.000 (seratus ribu rupiah), untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

sebesar Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah), untuk SPT Tahunan Wajib Pajak Badan 

sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).  

b. Tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap, 

melampirkan keterangan yang isinya tidak sesuai karena kealpaan Wajib Pajak 

sehingga menimbulkan kerugian pada negara, maka akan dipidana penjara selama 

lamanya selama 1 (satu) tahun dan denda setinggi – tingginya dua kali jumlah pajak 

terutang.  

c. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan 

SPT tetapi isinya tidak lengkap atau tidak benar sehingga menimbulkan kerugian 

pada negara, maka akan dipindana penjara selama – lamanya 6 (enam) tahun dan 

denda setinggi – tingginya empat kali jumlah pajak yang terutang.  

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang 

Perubahan Keempat Atas Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak 

Penghasilan. Pengenaan sanksi administrasi berupa denda tidak dilakukan terhadap:  

a. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia,  

b. Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau 

pekerjaan bebas,  

c. Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak 

tinggal lagi di Indonesia,  

d. Bentuk Usaha Tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi di Indonesia 

2.3.7. Penyampaian SPT Tahunan Melalui Electronic Filling System (e-filling) 

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor PER-1/PJ/2014 e-

filing merupakan suatu cara menyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan 
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secara online dan realtime melalui website Direktorat Jenderal Pajak 

(www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi (Aplication Service Provider). 

Pelaporan SPT melalui e-filing mempunya keunggulan yaitu mudah karena tersedia 

panduan dalam mengisi formulir pelaporan SPT Tahunan melalui e-filing, realtime 

dengan e-filing tidak perlu menunggu dan antri di KPP untuk melaporkan SPTnya 

karena begitu submit laporan SPT Tahunan sudah masuk ke data base Direktorat 

Jenderal Pajak, melalui e-filing pelaporan SPT tahunan menjadi lebih mudah karena 

dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama terkoneksi internet dan dapat 

dilakukan 24 jam dalam 7 hari tidak terbatas di hari dan jam kerja saja.  

Proses deklarasi pajak tentunya sudah sangat berbeda jauh dengan sebekumnya 

dan banyak kendala yang harus diatasi, seperti:  

a. sebelum e-filling diberlakukan, DJP memiliki badan admisntrasi penerimaan, 

pemrosesan, dan pengajuan SPT yang relative tinggi sepanjang tahun 

b. selain itu, biaya penerimaan, pemrosesan, dan pengarsipan sangat melelahkan da 

memakan waktu. 

c. DJP menganggap inovasi berbasis teknologi penting untuk proses administrasi 

perpajakan yang lebih mudah. 

 

2.3.8. Jenis – Jenis Formulir E-filling 

Berikut 3 jenis formulir SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang 

Pribadi:  

a. Formulir 1770 SS (Sangat Sederhana)  

SPT Tahunan Subjek pajak dapat dikabarkan dengan mengenakan blangko ini 

apabila mereka mendapatkan pemasukan dari profesi tidak hanya upaya, profesi 
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leluasa, ataupun profesi lain dengan pemasukan bruto < Rp 60. 000. 000 tiap 

tahun. Di akhir tahun, pekerja wajib memohon fakta potong yang melingkupi 

pemasukan bruto tahun lebih dahulu. Untuk pekerja swasta, fakta potong 1721- 

A1 dipakai, serta untuk karyawan negri, fakta potong 1721- A2. Dikala memuat 

blangko 1770 SS, Subjek pajak cuma memasukkan data yang telah terdapat di 

fakta potong 1721- A1 serta 1721- A2, dan memuat catatan harta serta peranan 

sampai akhir tahun tanpa membagikan rincian bonus.  

b. Formulir 1770 S (Sederhana)  

Formular ini bisa dipakai oleh Subjek pajak yang memperoleh penghasilan dari 

> satu pemberi kerja dan menghasilkan > Rp 60.000.000 setahun. Formular ini 

pula dapat digunakan oleh Poin pajak yang mendapatkan pemasukan dalam 

negara yang lain semacam bunga, bayaran, carter, profit dari pemasaran ataupun 

pengalihan harta, dan pemasukan akhir semacam bunga simpanan serta yang 

lain. Seluruh poin pajak yang memuat blangko ini wajib mempunyai fakta 

potong 1721- A1 serta 1721- A2 yang disalin dari fakta potong. Tidak hanya itu, 

poin pajak wajib memuat adendum yang melingkupi keseluruhan pinjaman, 

harta, serta badan keluarga. 

c. Formulir 1770  

Subjek pajak Subjek individu bisa memakai formulir ini bila mereka memiliki 

bisnis sendiri atau usahawan (seperti toko, warung, salon, dan lain-lain), 

pekerjaan bebas (seperti dokter, notaris, dan lain-lain), memiliki penghasilan 

yang diterapkan PPh Final atau Final, memiliki pekerjaan dari > satu pemberi 

kerja, dan memperoleh penghasilan dalam negeri lainnya (seperti bunga, 

royalti, sewa, penjualan, dan pengalihan harta dan tanah). 
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2.3.9. Dokumen atau Lampiran yang Dipersiapkan Saat Mengunggah E-filling 

Untuk dapat menggunggah e-filling, maka harus memenuhi syarat sebagai 

berikut: 

a) NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak 

b) EFIN  atau nomor identitas elektronik’ 

c) Dokumen elektonik atau SPT elektronik 

d) Akses ke web e-filling yang sudah tedaftar pada online pajak. 

 

2.4. Peneliti Terdahulu 

Hasil penelitian mengenai prosedur pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang 

pribadi dan sanski keterlambatan penyampaian. 

Tabel II.2  

Peneliti Terdahulu 

NO Nama Peneliti, Tahun 

& Judul Penelitian 

Variabel Yang 

Diteliti 

Indikator Metode 

Analisis 

Hasil Penelitian 

1 Novika Putri Pratiwi, 

2023, Prosedur 

Pelaporan SPT Tahunan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi melalui e-filling  

Pengisian SPT 

Tahunan Wajib 

Pajak Orang 

Pribadi  

SPT Tahunan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Deskriptif 

Kualitatif 

1.Prosedur Pelaporan SPT 

tahunan wajib pajak orang 

pribadi melalui e-filling telah 

sesuia dengan peraturan 

perpajakan. 

2. Konsultan pajak mengalamai 

hambatan dalam melaporkan 

SPT Tahunan wajib pajak orang 

pribadi diantaranya, wajib pajak 
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salah memberikan informasi 

pribadi dan email. 

2 Enita Saneka Permata, 

2022, Pengaruh Kualitas 

Jasa Konsultan Pajak 

Dan Kepatuhan Wajib 

Pajak  

Kualitas Jasa 

Konsultan 

Pajak, 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

Hak dan 

kewajiban 

wajib pajak 

dalam 

melaporkan 

SPT tahunan 

Deskriptif 

Kuantitatif 

1.Kualitas Jasa Konsultan sangat 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak  

2.Kesadaran wajib pajak 

berpengaruh secara positif 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

3 Mutiara Valentina, 

2022, Pengaruh 

Penerapan E-filling 

Cara penerapan 

e-filling pada 

wajib pajak, 

prosedur 

penyampaian e-

filling 

E-filling 

memeprmudah 

wajib pajak 

dalam 

melaporkan 

SPT 

Deskriptif 

Kuantitatif 

Penerapan e-filling berpengaruh 

secara positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

 

4 Reza Nabila Fitria, 

2020, Pengaruh 

Penerapan E-filling dan 

Sanski Perpajakan 

Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Orang 

Pribadi 

Pengaruh 

Penerapan E-

filling, 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

Orang Pribadi, 

Sanksi 

Perpajakan 

E-filling 

memudahkan 

wajib pajak 

dalam 

menyampaikan 

kewajiban 

pajak, Sanski 

Administrasi, 

Sanksi Pidana 

Deskriptif 

Kualitatif 

Penerapan e-filling berpengaruh 

secara positif terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi 

Sanski perpajakan berpengatuh 

secara positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak 

orang pribadi 

5 Lutfi Aulia Alifiyah, 

2021, Prosedur 

Pelaporan SPT Tahunan 

Melalui E-filling 

Penggunaan E-

filling dalam 

melaporkan SPT 

tahunan Wajib 

Cara mengisi 

e-filling 

Deskriptif 

Kualitatif 

Dari pelaksaanan pelaopran 

melalui e-filling terjadi 

peningkatan numlah wajib pajak 

orang pribadi yang ditetapkan 
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Pajak Orang  

Pribadi,  

secara nasional pada tahun 2015 

mencapai 72,02%. 

Sumber : repository ubsi,diolah kembali oleh penulis 2024 

 

2.5. Kerangka Peikiran 

Kerangka Pemikiran adalah suatu hubungan atau kaitan antara satu konsep dengan 

konsep lainnya. Pelaporan SPT tahunan melalui e-filling  

   

 

     

 

Gambar II.1 

Kerangka Pemikiran 

E-filling sebagai salah program modernisasi dan merupakan wujud e-

government  bertujuan memberikan kemudahan dalam penyampaian SPT  Tahunan 

Wajib Pajak Orang Pribadi. Penggunaan e-filling diharapakan mampu memberikan 

kemudaahan dalam penyampaian SPT tahunan. Namun menurut data yang di 

peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih menunjukkan terjadinya gap 

pada penyampaian SPT tahunan secara online atau e-filling karena wajib pajak   

masih memiliki hambatan dalam menyampaikan SPT tahunannya.   

Mekanisme Pelaporan 

SPT  Tahunan melalui E-

filling 

 

Hambatan Penggunaan 

E-filling 

Implementasi  

Penerapan E-

filling 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Zuchri 

Abdussamad (2021:30), Penelitian kualitatif, ialah metode penelitian yang berfokus 

pada fenomena atau gejala alam. Itu mendasar, naturalisasi, dan tidak bisa 

dilangsungkan di laboratorium, tetapi di lapangan. 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus, yang 

berarti menyelidiki kasus dalam organisasi, lembaga, atau gejala tertentu. Penelitian 

dengn menggunakan pendekatan studi kasus sendiri berbuhungan dengan kasus -

kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berbentuk nyata dan fakta. Adapun kasus 

yang diteliti oleh penulis adalah wajib pajak orang pribadi dan hambatan atau 

kendala-kendala yang dihadapi dalam melaporkan SPT Tahuan Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta 

Utara. 

3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian 

3.2.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah penerapan e-filling dalam melaporakan SPT 

Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax 

Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta. 

3.2.2. Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi 

yang harus melakukan pelaporan SPT tahunanya tepat waktu agar terhindar 
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dari sanksi pajak. Unit analisis penelitian ini yaitu mengevaluasi prosedur 

pengisian sistem e-filling pada Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia 

Pantai Indah Kapuk Jakarta. 

 

3.2.3. Lokasi Penelitian 

Penulis melakukan riset atau penelitian di Kantor Konsultan Pajak My Tax 

Indonesia yang berada di  Jl. Pantai Indah Kapuk, Ruko Crown Golf Blok B 

No.26, RT.06/RW.02, Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta, 14470. 

 

3.3 Sampling 

Sampel diambil melewati teknik pengambilan sampel dan bisa dianggap 

sebagai sebagian dari populasi penelitian atau sebagian dari populasi tersebut. 

(Zuchri Abdussamad 2021). Pada riset ini penentuan total sampel dihitung 

menggunkan rumus purposive sampling dengan menentuka sampel sumber data 

yang berasal dari staff pajak My Tax Indonesia berlandaskan kriteria yang 

ditentukan. Penentuan kriteria pada sampel diperlukan agar tidak terjadi kesalahan 

dalam penentuan sampel penelitian yang bisa berdampak atas hasil analisis. Oleh 

karena itu sampel dalam riset ini ialah wajib pajak orang pribadi yang memakai e-

filling sebagai media pelaporan SPT tahunannya. sekitar 150  wajib pajak orang 

pribadi yang berada di KKP My Tax Indonesaia PIK Jakarta Utara dari tahun 2018-

2023. Pada akhirnya hasil riset ini nantinya akan mencermikan keadaan objek dari 

penelitian. 

 

3.4. Jenis & Sumber Data Penelitian 
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Jenis data yang dipakai ialah data kualitatif. Data kualitatif bisa diperoleh 

melewati berbagai macam teknik misalnya observasi, wawancara, dokumenter, dan 

diskusi terfokus. Data kualitatif ini berupa stuktur organisasi, Sejarah My Tax 

Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, dan arsip-arsip perusahan yang dapat 

diakses oleh penulis. 

 

3.4.1 Jenis Data Penelitian 

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif dapat diperoleh melalui berbagai macam teknik misalnya observasi, 

wawancara, dokumenter, dan diskusi terfokus. Data kualitatif ini berupa stuktur 

organisasi, Sejarah My Tax Indonesia PIK, dan arsip-arsip perusahan. 

 

3.4.2 Sumber Data Penelitian  

Sumber data ialah segala sesuatu yang bisa memberikan informasi mengenai 

data-data yang diperlukan. Dalam riset ini sumber data penelitian yang dipakai ialah 

data primer dan sekunder. Data primer ialah  data yang diperoleh langsung dari 

perusahaan. Data primer dihimpun dengan mewawancarai staff pajak pada KKP My 

Tax Indonesia PIK. Data sekunder diperoleh  dari arsip Perusahaan, studi kepustakaan 

mengenai teori-teori perpajakan, dan prosedur pelaporan SPT Tahunan melewati e-

filling yang sudah terdokumentasi.    

 

3.5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data ialah cara yang digunakan oleh penulis dalam 

mengumpulkan data untuk keperluan penelitiannya. Untuk mendapatkan data yang 
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berhubungan dengan topik masalah yang ingin diteliti kemudian dapat memberikan 

evaluasi, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:  

a. Metode Observasi 

  Metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan objek penelitian dikenal 

sebagai observasi. Berdasarkan Zuchri Abdusamad (2021), observasi ialah teknik 

pengumpulan data yang dilangsungkan secara sistematis dan disengaja melewati 

pengamatan dan pencatatan gejala secara bertahap. Teknik ini dipakai untuk  

memperoleh data mengenai kegiatan pelaporan SPT Tahunan menggunakan e-filling. 

Yang akan diteliti ialah wajib pajak orang pribadi dan kepatuhan mereka atas 

pelaporan SPT tahunan.. 

c. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti 

tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. (Zuchri Absusamad 2021:145). Metode wawancara ini dipakai untuk 

memperoleh data tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dan hambaatan 

atau kendala yang diperoleh dalam melaporakan SPT tahunannya wajib pajak 

individu. Adapun pihak yang diwawancarai adalah staff pajak yang bekerja pada 

divisi Wajib Pajak Orang Pribadi 

d. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk 

memperoleh data sekunder. Untuk memberikan wawasan dan landasan teori yang 

menjadi dasar untuk menganalisis dan menunjang pembahasan masalah dalam 

penulisan skripsi ini teori mengenai pelaporan SPT Tahunan serta teori-teori lain 

dapat membantu penulis menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditentukan 
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sebelumnya, maka dilakukan studi kepustakaan dengan cara membaca dan 

mempelajari buku-buku tentang perpajakan. 

3.6. Keabsahan Data  

Agar penulis mampu medapatkan keabsahan data dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik triangulasi untuk keperluan pengecekan atau sebagai banding 

terhadap data yang telah diperoleh. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan 

kekuatan teoritis, metodeologis dan interpretative penelitian kualitatiif, untuk 

memeriksa kebenaran data dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

sumber yang berbeda. 

Triangulasi yang dipakai oleh peneliti ialah yakni 

1. Triangulasi sumber bisa dilangsungkan dengan menelaah data yang 

diperoleh dari berbagai sumber. Dalam riset ini, agar peneliti bisa 

melangsungkan pengumpulan dan pengujian data atas data yang diperoleh 

agar peneliti bisa mengiuti tujuan peneliti yakni menilai bagimana dampak 

e-filling atas pelaporan SPT tahunan subjek pajak subjek individu di KKP 

My Tax Indonesia PIK, dijadikan objek penelitian olleh komposisi staff 

pajak. Data yang diperoleh kemudian dievaluasi, dikategorikan serta 

dideskripsikan sesuai dengan data yang sama sampai data yang berbeda. 

Data tersebut pastinya akan menghasilkan kesimpulan. 

2. Triangulasi teknik dipakai buat memperoleh data penelitian, menemukan 

data mencari keaslian data dari sumber yang sama melaui teknik yang  

berbeda. Dalam riset ini peneliti memeproleh data melewati observasi 

dengan staf pajak KKP My Tax Indonesia dan mencacat dalam dokumen. 
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3. Triangulasi waktu berkaitan dengan triangulasi teknis dengan 

melangsungkan pengamatan dan pencatatan pada waktu dan situasi yang 

berbeda. Karena pengambilan data dalam riset ini dilangsungkan dari pagi 

sampai sore hari. Dengan demikian bisa ditentukan apakah pelapor akan 

memberikan  data yang sama atau berbeda. 

a. Triangulasi Teknik 

b. Triangulasi 

c. Triangulasi S 

3.7. Metode Pengolahan / Analisis Data 

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

ialah teknik analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif adalah proses pemilihan 

dan pengorganisasian data dari lapangan, observasi, dan dokumen bisnis. guna 

memperoleh pengetahuan yang mendalam, signifikan, dan penemuan baru yang 

menarik dan mendalam. Untuk mengetahui bagaimana pertanyaan penelitian 

berkorelasi satu sama lain, analisis data dipakai guna menyerderhanakan data 

menjadi format yang lebih mudah dipahami dan dipresentasikan.. 

 

 

 

 

 

   

  

Sumber : repository ubsi 2023,  diolah kembali oleh penulis 2024 

Pengumpulan Data 

Pengelompokan Data 

Pemeriksaan Data 

Penarikan  

Kesimpulan 
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Gambar III.1 

Proses Analisis Deskriptif 

Dari gambar diatas bisa dipaparkan bahwasanya pengumpulan data ialah hal 

yang  penting dari kegiatan analisis data. Mengingat sifat penelitian kualitaif  terbuka 

dan lentur. Meskipun riset ini memakai studi kasus yang berkitan dengan kegiatan 

penelitian yang dipusatkan pada tujuan penelitian dan pernyataan yang sudah jelas 

dirumuskan, namun riset ini tetap bersifat terbuka dan spektulatif karena segalanya 

pasti akan ditentukan kemudian oleh keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian. 

Adapun proses metode pengolahan atau analisis data yang dilangsungkan 

penulis yakni: 

1.  Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilangsungkan guna mempermudah proses 

pengolahan atau analisis data. Data diperoleh dari hasil wawancara atas staff 

perpajakan pada divisi subjek pajak, serta beberapa dokumen perusahaan yang 

penulis gunakan buat meyusun penulisan ini. 

2. Pengelompokan Data 

Data yang sudah penulis peroleh baik yang berasal dari hasil wawancara, 

pengamatan langsung di lapangan atau observasi, dan  dokumentasi 

dikelompokkan sesuai dengan keinginan penulis agar data yang sudah diperoleh 

bisa mudah dipahami dan bisa memberikan informasi yang objektif yang 

dibutuhkan oleh penulis. Setelahnya, data ini akan dipilah sesuai dengan bagian-

bagian yang memiliki persamaan. 

3. Pemeriksaan data 
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Agar data yang sudah penulis peroleh dari lapangan  disebut valid dan tidak 

ada manipulasi maka data itu wajib melewati proses pemeriksaan agar data yang 

diperoleh bisa diakui dan dipakai dalam penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir dari pengolahan data analisis 

deskriptif. Kesimpulan ini akan menjadi sebuah data yang berkorelasi dengan 

objek penelitian.  
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BAB IV 

HASIL PEMBAHASAN DAN PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha 

Kantor konsultan pajak My Tax Indonesia awal mulanya didirikan oleh Ibu 

Merry (CEO My Tax) pada tahun 2016 yang beralamat di perumahan Long Beach, 

Jakarta Utara. Seiring berkembangnya konsultan pajak My Tax Indonesia 

memutuskan berpindah alamat dan mendirikan kantor dengan menyewa sebuah 

ruko di Golflake Ruko Paris Blok A no. 62 dan memiliki 5 orang karyawan. Setelah 

berjalan selama 2 tahun, pada tahun 2018 kantor My tax berpindah tempat dan 

menetap di Golflake Ruko Paris Blok A No. 58, Cengkareng, Jakarta Barat dan 

sudah memiliki karyawan sebanyak 15 orang. My tax mengalami banyak 

perkembangan dari jumlah pegawai hingga meningkatnya jumlah klien yang 

ditangani, puncaknya pada Juni 2022 kantor My tax  membuka cabang di PIK, 

Jakarta Utara dengan menambah karyawan sebanyak 25 orang. Tidak 

membutuhkan waktu yang lama My Tax  kemudian mendirikan cabang ke dua di 

Bali pada September 2023. Untuk mendukung berjalannya Perusahaan dari segi 

teknologi dan system, My Tax juga mendirikkan My taxonolgi pada tahun 2022 di 

Cikarang.  

Dengan pengalaman yang sudah didapat oleh konsultan pajak My Tax 

termasuk golongan konsultan terpercaya dan handal dalam menyelesaikan masalah 

perpajakan kliennya khususnya di Kota Jakarta dan Bali. My tax mempunyai 40 

staff tetap dan karyawan yang terbagi menjadi beberapa divisi yaitu lapangan 

(pelaporan dan penagihan), akuntansi dan perpajakan, pengarsipan, badan legal 

dan office boy. Untuk mengatasi berbagai permasalahan pajak mulai dari orang 
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pribadi hingga badan dengan staf-staf yang profesional dan ahli dalam bidangnya, 

My Tax siap memberikan pelayanan dan membantu mengatasi permasalahan pajak 

kliennya dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. 

My tax merupakan perusahan yang bergerak bidang jasa pajak dan akuntansi. 

Adapun kegiatan jasa yang diberikan antara lain:  

1. Konsultan Perpajakan  

Jasa konsultasi di bidang perpajakan meliputi :  

a. Tax Management Planning, menolong industri dalam menata pemograman 

pajak yang bermaksud meminimalisasi peranan pajak yang jadi bobot 

perusahan dengan mendalami celah- celah regulasi perpajakan yang legal, 

tercantum updating regulasi pajak yang terkini. 

b. b. Tax Report Service, My Tax Indonesia menolong konsumen dalam 

mempersiapakan serta mengantarkan pajak pemasukan pekerja bulanan serta 

tahunan seperti PPN bulanan, SPT Tahunan ataupun informasi pajak bulanan 

SPT Era cocok dengan regulasi perpajakan di Indonesia.  

c. Pendampingan dalam permasalahan perpajakan, ajudan dalam perihal 

terjalin pengecekan pajak terpaut, permohonan restitusi dari kantor pajak, 

pengajuan keberatan untuk tampaknya gugatan pajak.  

d. Administrasi Perpajakan, pelayanan asistensi yang diserahkan pada industri 

dalam aspek administrasi perpajakan dalam bagan kategorisasi pembukuan 

yang dipakai selaku bawah kategorisasi informasi pajak tahunan.  

e. Pelayanan Guna Audit Dalam, My Tax Indonesa sediakan pelayanan buat 

menolong karyawan audit dalam industri dalam bertugas dengan cara efisien 

tercantum merancang badan audit dalam, mempersiapkan bimbingan kegitan 
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audit dalam serta penataran pembibitan konsep kegiatan staff audit dalam 

industri. 

2. Jasa Akuntansi & Pembukuan 

Jasa konsultasi di bidang Akuntansi & Pembukuan meliputi :  

a. Jasa akuntansi subjek individu dan UMKM 

b. Jasa akuntansi perusahaan jasa dan barang 

c. Jasa akuntansi perusahaan manufaktur dan pabrik 

d. Jasa akuntansi perusahaan induk - anak perusahaan cabang 

e. Bookkeeping bulanan PMDN dan PMA 

f. Ekualisasi laporan pajak dan akuntansi PMBN dan PMA 

g. Review laporan keuangan bulanan PMDN dan PMA 

h. Interim report bulanan PMDN dan PMA 

i. Pembuatan annual report perusahaan dalam dan luar negeri 

3. Jasa Legal 

Jasa konsultasi di bidang legal  meliputi :  

a. Penyusunan fokumen hukum, yakni membuat dan meninjau kontrak, 

perjanjian, dan dokumen hukum lainnya. 

b. Kepatuhan hukum, yakni memastikan klien mematuhi regulasi dan hukum 

yang berlaku dalam operasional mereka. 

c. Pembuatan kartu identitas pajak misalnya NPWP. 
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4.1.2. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas 

    Adapun struktur organisasi My Tax Indonesia, sebagai berikut: 

 

Sumber : Office My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta 2024 

Gambar IV.1 

Struktur Organisasi My Tax Indonesia PIK 2024 

  Uraian tugas konsultan pajak My Tax Indonesia sesuai dengan struktur organisasi 

sebagai berikut: 

1. Chief Executive Officer (CEO) 

Tugas pokok Chief Executive Officer (CEO) adalah: 

a. Membuat keputusan demi keberlangsungan perusahaan. 

b. Mengawasi performa perusahaan 

c. Melakukan koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf. 

d. Bertanggungjawab atas seluruh aktivitas perusahaan. 

e. Memberikan arahan dan motivasi kepada seluruh staf perusahaan. 

f. Memimpin rapat umum. 

2. Sekretaris 
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Tugas pokok sekretaris pada kantor konsultan pajak My tax Indonesia yaitu : 

a. Sebagai pendamping pribadi CEO kantor konsultan pajak My Tax 

Indonesia. 

b. Mengatur jadwal pertemuan dengan klien. 

c. Membuat dan mengarsipkan dokumen serta akte kontrak seluruh klien 

yang ada di kantor konsultan pajak My TaxIndonesia. 

3. Finance (Keuangan) 

Tugas pokok finance adalah: 

a. Menyusun perencanaan keuangan perusahaan sesuai dengan kebutuhan 

dan tujuan yang telah ditetapkan. 

b. Melakukan pengaturan keuangan perusahaan. 

c. Mengelola pajak perusahaan 

d. Mengelola arus kas, utang dan piutang perusahaan. 

e. Menjadi pusat informasi keuangan untuk internal. 

4. Legalitas 

Tugas pokok legalitas pada kantor konsultan pajak My Tax Indonesia adalah: 

d.  Melakukan pengurusan perizinan baik itu utuk penanaman modal dalam 

dan luar negeri. 

e. Melakukan pengurusaan perizinaan pendirian CV dan PT klien 

Perusahaan. 

f. Membuat Visa pekerja, bisnis wisata, keluarga, dan investor. 

g. Membuat NPWP bagi wajib pajak perorangan dan badan usaha 

h. Menangangi segala berkas hukum perusahaan dan klien. 

5. IT 

Tugas seorang IT di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia adalah: 



41 
 

 
 

a. Memastikan komputer yang digunakan pada seluruh perusahaan dapat 

bekerja dan berfungsi dengan baik. 

b. Melakukan pengecekan dan pembaharuan sistem operasi yang digunakan 

oleh My Tax Indonesia agar lebih efektif dan efesien. 

c. Bertugas melakukan backup terhadap semua data agar tetap aman. 

d. Melakukan pengaturan terhadap browser yang digunakan. 

6. HRD (Human Resource Development) 

Tugas pokok seorang HRD pada kantor konsultan pajak My Tax Indonesia 

adalah: 

a. Melakukan pengrekrutan pekerja sesuai dengan kandidat yang dibutuhkan 

perusahaan. 

b. Menyediakan training atau pelatihan kepada karyawan. 

c. Melakukan evaluasi kinerja karyawan. 

d. Menghimpun data administrasi misalnya payroll dan sistem kontrak kerja. 

7. Manager 

Tugas pokok manager di kantor konsultan pajak My Tax Indonesia adalah: 

a. Mengawasi dan meningkatkan proses operasional di kantor konsultan pajak 

My Tax Indonesia. 

b. Membantu klien dalam restitusi pajak 

c. Mewakili atau mendampingi klien saat terjadi pemeriksaan pajak. 

d. Memimpin,mengarahkan, dan mengawasi supervisor untuk bekerja sama 

mencapai tujuan perusahaan. 

8. Supervisior  

Tugas pokok supervisior adalah: 
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a. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh tax junior 

staff  

b. Memberikan arahan terhadap tax junior staff. 

c. Menyiapkan staff yang akan melaksanakan kegiatan dan mengarahkan 

proses pelaksanaan kegiatan. 

d. Bertanggung jawab kepada kepala dan manager. 

9. Tax Junior Staff 

Tugas Pokok Tax Junior Staff 

a. Menjalankan setiap visi dan misi perusahaan. 

b. Mengambil data dari klien Kantor Konsultan My Tax Indonesia. 

c. M enghitung, menyetor dan melaporkan administrasi perpajakan klien. 

d. Bertanggung jawab kepada supervisior atas semua pekerjaan yang telah 

diberikan. 

e. Melakukan kerjasama dan diskusi kepada sesame tax junior staff secara   

langsung jika terdapat kesulitan. 

 

4.2. Hasil Pengumpulan Data 

Untuk menjelaskan hasil pengumpulan data penelitian ini, temuan dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis selama penelitian 

akan digunakan untuk menjelaskan hasil pengumpulan data penelitian ini.  Data ini 

dikumpulkan dari informan karyawan pada bagian Wajib Pajak Orang Pribadi. Penulis 

akan embahasa hasil wawancara dengan pihak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk 

Jakarta Utara yang berkaitan dengan penerapan e-filling sebagai sistem pelaporan SPT 

tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Berikut ini adalah hasil dari pengumpulan data 

tersebut: 
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A. Hasil Observasi 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu sebelum dan saat 

berlangsungnya penelitian. Kegiatan observasi di Kantor Konsultan Pajak My Tax 

Indonesia PIK berlangsung selama tiga bulan. Observasi yang dilakukan penulis 

sebelum melakukan penelitian yaitu: 

1. Mengunjungi Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia PIK. 

2. Melakukan permohonan riset dengan kantor konsultan pajak My Tax Indonesia 

PIK untuk melakukan observasi. Penulis diberi izin melukakan penelitian selama 

tiga bulan. 

3. Bergabung dengan divisi pajak yang menangani Wajib Pajak Orang Pribadi. 

Observasi yang dilakukan penulis pada saat penelitian berlangsung yaitu: 

1. Memahami mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi 

menggunakan e-filling. 

2. Mengumpulkan data – data Perusahaan yang berkaitan dengan penelitian ini, 

seperti akses masuk ke dalam website DJP online untuk melihat Riwayat 

pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi melalui e-filling. 

B. Hasil wawancara 

Pada tahap pertama analisis, penulis melakukan daftar wawancara, 

mengumpulkan data, dan kemudian menganalisisnya sendiri. Untuk mengetahui dan 

berkonsentrasi pada penelitian tentang mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib 

pajak orang pribadi di KKP My Tax Indonesia PIK. Penulis mewawancarai staf pajak 

yang bekerja pada bagian wajib pajak orang pribadi. 
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Penulis melakukan wawancara secara terbuka dengan izin dari pihak yang 

bersangkutan dan dilakukan dengan cermat untuk mendapatkan informasi yang 

akurat dari sumber data yang dapat diandalkan.Wawancara dilakukan pada hari 

Jumat, 20 Oktober 2023 di KKP My Tax Indonesia. Wawancara berlansung sekitar 

satu jam, mulai dari pukul 13.00 sampai 14.00 WIB. Dari hasil wawancara tersebut 

dapat disimpulkan bahwa My Tax Indonesia PIK telah menerapkan e-filling sebagai 

sistem untuk melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian 

e-filling sangat memberikan dampak positif pada wajib pajak orang pribadi dalam 

menyampikan SPT tahunannya.  

Namum, berkembangnya era teknologi informasi tidak menghilangkan 

kemungkinan bahwa My Tax Indonesia PIK  menghadapi beberapa hambatan dan 

kekurangan. Misalnya, masalah dalam penggunaan e-filling sering terjadi error, yang 

biasanya terjadi karena banyaknya user yang mengaksesnya. Jika e-filling mengalami 

kesalahan sistem maka pelaporan SPT tahunan ini akan gagal dan harus diulang 

kembali. 

C. Hasil Dokumentasi 

Berdasarkan temuan dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, 

penulis memperoleh data – data yang berhasil penulis kumpulkan. Data – data 

tersebut yaitu, sebagai berikut ; 

1. Penulis mendapatkan izin melakukan penelitian di KKP My Tax Indonesia 

PIK pada divisi wajib pajak orang pribadi. 

2. Penulis mendapatkan izin untuk mengakses dan menjalankan website yang 

digunakan untuk melaporkan SPT tahunan. 
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3. Penulis mendapatkan data – data perusahaan untuk melengkapi 

penelitiannya yaitu sejarah, struktur perusahaan, dan data – data tugas dan 

tanggung jawab setiap divisi yang ada di KKP My Tax Indonesia PIK. 

4. Penulis juga melampirkan beberapa foto dokumentasi pendukung sebagai 

bukti penelitiannya. 

 

4.2.1. Syarat Dan Dokumen Untuk Melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak 

Orang Pribadi 

Wajib pajak orang pribadi adalah seorang pegawai ataupun pemilik bisnis atau 

pekerjaan bebas yang berkewajiban agar melporkan SPT tahunan paling lambat akhir 

bulan ketiga. 

Adapun data dan dokumen yang dibutuhkan untuk meloporkan SPT tahunan 

wajib pajak orang pribadi yaitu: 

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

2. Kartu Keluarga (KK) 

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4. Formulir SPT 1770 atau SPT 1770 S 

5. Bukti potong PPh Pasal 21 

a. form 1721 A1, untuk pegawai swasta 

b. form 1721 A2, untuk pegawai negeri 

c. form 1721 VI, dari pemberi kerja 

6. Pendapatan dari sewa tanah dan bangunan termasuk, termasuk surat setoran pajak 

final atas pendapatan sewa tersebut.  Misalnya penghasilan yang diperoleh dari 

sewa kost atau kontrakan. 

7. Pendapatan atas komisi atau bonus yang belum termasuk dalam form 1721 A1 
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8. Pendapatan dividen 

9. Keuntungan dari penjualan saham 

10. Penghasilan yang diterima oleh anggota keluarga yang menjadi tanggungan 

wajib pajak. 

11. Rincian harta per 31 Desember 

12. Riciam kewajiban per 31 Desember. 

 

4.2.2. Infrastruktur Teknologi Informasi 

Infrastrukur berhubungan dengan teknologi informasi pada KKP My Tax 

Indonesia PIK adalah menggukan laptop dengan spesifikasi Intel Pentium 2,4 Ghz, 

RAM DDR3 2x4 GB, HDD 256 GB yang bersistem operasi Microsoft Windows 10, dan 

menggunkan Wi-Fi diatas 1.200 Mbps untuk melak ukan banyak aktivitas secara 

bersamaan untuk semua perangkat. 

 

4.2.3. Pengendalian Internal dan Keamanan 

Pengendalian mengarahkan manajemen data p erusahaan guna mejaga sistem 

dengan metode tertentu serta menggunkan kata sandi saat mengakses laptop serta 

pembatasan akses workstation. 

 

4.3. Temuan Penelitian 

Pelaporan SPT tahunan dilakukan sebagai bentuk kewajiban daripada wajib 

pajak.Sistem pelaporan ini memiliki peraturan, teknis, dan fasilitas. Sejak tahun 2018, 

My Tax Indonesia PIK menerapkan e-filling sebagai sitem pelaporan SPT tahunan bagi 

wajib pajak. Pelaporan SPT tahunan dilakukan melalui e-filling pada website DJP yang 

dibuat khusus untuk mendukung era teknologi dan informasi agar dapat memudahkan 
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para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya untuk melaporkan SPT tahuannya di 

KKP  My Tax Indonesia. 

Semua data yang diperoleh penulis peroleh tentunya sesuai denga focus 

permasalahan penelitian, hasil penelitian dari kebenaran fakta dilapangan 

dikategorikan dan dianalisis sebagai dasa untuk mengambil keputusan dan kesimpulan 

dari hasil penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk memenuhi tujuan fokus 

masalah pada awal penelitian yang dijelaskan dalam bab sebelimnya.   

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaporan SPT tahunan melalui e-filling bagi 

wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai 

Indah Kapuk Jakarta Utara. 

2.  Untuk mengetahui hambatan penerapan e-filling dalam melaporakan SPT tahuan 

wajib pajak orang pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai 

Indah Kapuk Jakarta Utara. 

4.3.1. Mekanisme pelaporan SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Pelaporan SPT tahuan wajib pajak  orang pribadi dapat dilakukan secara online 

melalui e-filling. Adapun langkah-langkah pelaporanya adalah sebagai berikut: 

1. Login ke laman DJP online dengan Alamat https://djponline.pajak.go.id 

masukkan nomor NPWP, password login, masukkan kode captcha, kemudian 

klik tombol login. 

https://djponline.pajak.go.id/
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Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.1 

Login DJP Online 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 2 

Tempat Pemasukan NPWP dan Password 

2. Pilih menu tab “Lapor” kemudian klik “e-filling” untuk melakukan pelaporan 

dengan mengisi formulit SPT secara online di situs tersebut. 
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Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.3  

 Logo e-filling 

3. Selanjutnya, klik tab “ Buat SPT” 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.4 

Buat SPT 
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4. Pada laman tersebut akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu diisi, 

pertanyaan ini akan membantu wajib pajak untuk memilih formular SPT yang 

sesuai karena itu telah diisi dengan benar. Pertanyaan- pertanyaan yang akan 

dijawab adalah sebagai berikut : 

a. Apakah anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? 

b. Apakan anda seoranf suami atau istri yang menjalankan kewajiban per 

pajakan terpisah (MT) atau pisah harta (PH)?  

c. Apakah penghasilan bruto yang anda peroleh selama setahun kurang dari 

60 juta? 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.5 

 Menentukan jenis SPT wajib pajak orang pribadi 

5. Setelah masuk, selanjutnya isi data formular, seperti tahun pajak misalnya 2023, 

status SPT klik  “normal”. Jika status SPT pembetulan, maka isi pembetulan 

keberapa misalnya 1, kemudian klik “selanjutnya”. 
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Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 6 

Menentukan tahun pajak dan status SPT tahunan 

6. Jika memiliki pengasilan dalam negeri lainnya, jika iya pilih “iya” dan kalau 

tidak pilih “tidak”, kemudian pilih selanjutnya. 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.7  

Penghasilan dalam/luar negeri 

7. Setelah disimpan akan tampil daftar dari bukti potong yang telah diisi dan jika 

memiliki bukti potong lainnya dapat klik “tambah” 
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Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 8  

Tambah bukti potong 

8. Pada halaman ini akan ada pertanyaan dimana apabila memiliki penghasilan yang 

tidak termasuk objek pajak bila ada dapat mengisinya sesui pertanyaan yang ada 

dan jika tidak ada dapat mengosongkanya   

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 
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Gambar  IV.9  

Penghasilan tidak kena pajak 

9. Tambahan tanggungan yang anda miliki. Jika tahun sebelumnya anda sudah 

melaporkan daftar tanggungan dalam e-filling, anda dapat menampilkan 

Kembali dengan memilih “tanggungan pada SPT tahun lalu” jika anda tidak 

memiliki tanggungan opsi tersebut dapat di kosongkan jika ada silahkan di isi   

 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 10 

Tanggungan yang Dimiiki 

10. Selanjutnya apa bila tidak memiliki tanggungan maka pilih “tidak  

 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 
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Gambar IV. 11 

Pengisian Jika Tidak memiliki Tanggungan 

11. Isilah dengan zakat/sumbngan keagamaan wajib yang anda bayarkan ke 

Lembaga pengelola yang disahkan oleh pemerintah, Jika iya silahkan 

pilih”iya”jika tidak silihkan klik “tidak”  

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 12 

Pengisian zakat atau sumbangan 

12. Setelah itu konfirmasi bahwanya anda setuju dengan peraturan yang sesuai 

perundang-undangan dan semua data yang anda masukkan adalah benar  

  

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 
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Gambar IV. 13 

Konfirmasi Data 

13. Setelah pengisian data dilakukan, klik tanda centang pada bagian”D” dan klik 

“OK” setelah itu akan muncul pemberitahuan dari Dirjen pajak berupa kode 

verifikasi yang dikirim melalui email atau nomor telepon jika ingin 

mengunakan nomor telepon pilih nomor telepon namun jika ingin di kirim ke 

e-mail pilih email. Jika sudah anda terima k ode verifikasinya silahkan isi pada 

masukkan kode verifikasi. 

 

Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.14 

Proses penyimpanann data 

14. Jika sudah berarti SPT anda telah di isi dan dikirim silahkan buka email anda 

karen buktik penerimaan elektronik atau buktik spt anda telah di kirim seperti 

gambar dibawah  
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Sumber: data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV. 15 

Bukti Penerimaan Elektonik (BPE) 

 

4.3.2. Hambatan penerapan e-filling dalam melaporakan SPT tahunan untuk 

Wajib Pajak Orang Pribadi 

1. Pelaporan SPT tahunan menggunakan e-filling masih sering mengalami 

gangguan seperti menghapus data yang salah yang tidak terbaca oleh sistem 

ini. Kita telah menghapus data yang salah namun pada sistem e-filling data 

tersebut masih ada. Untuk menghilangkan data yang salah tersebut maka 

kita harus menutup situs DJP online kemudian membuka kembali barulah 

data yang ingin dihapus tersebut terhapus. 

2. Pelaporan SPT tahuan menggunakan e-filling, sering terjadi gangguan dari 

situs DJP online yang  menyebabkan proses pelaporan mennjadi terhambat. 

3. Pelaporan SPT tahunan menggunkan e-filling , kode verifikasi yang 

dikirimkan oleh DJP online sering terlambat karena terjadinya gangguan 

atau server down pada situs DJP online. 
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4.4. Analisis Fenomena 

Sebagaimana yang telah penulis jabarkan pada BAB I penelitian ini  dilakukan 

untuk mengkaji bagaimana mekanisme pelaporan SPT tahunan wajib pajak orng 

pribadi di KKP My Tax Indonesia PIK. Adapun hal lain dalam fokus penelitian ini 

untuk memastikan bahwa penggunaan e-filling ternyata juga masih memiliki hambatan 

dalam melakukan fungsinya sebagai media untuk melaporkan SPT. Pada KKP My Tax 

Indonesia PIK, penulis menemukan fenemonea berdasarrkan fakta dilapangan staff 

pajak di  KKP My Tax Indonesia dalam melaporkan SPT tahunan wajib pajak orang 

pribadi mengalami tekanan karena wajib pajak biasanya ingin pajak yang dibayarkan 

relatif bernilai lebih kecil dari jumlah yang harus dibayarkan. 

Tabel IV. 1 

Data Lapor SPT Tahuan WPOP 

 

 

 

 

                     Sumber : data yang diolah penulis 2024 

 

       Berdasarkan table IV.1 dapat disimpulkan bahwa setiap tahun jumlah Wajib Pajak 

Orang Pribadi yang mealaporkan SPT tahunannya melalui e-filling mengalami 

kenaikan, jadi kepatuhan wajib pajak ipastikan meningkat seiring berjalannya waktu. 

 

 

 

Tahun 
Keterangan  

Jumlah Tepat Waktu Terlambat Tidak Lapor Keluar 

2018  91  42  17   -  150 

2019  106  37  7  -  150 

2020  123  24  3  -  150 

2021  108  40  1  1  150 

2022  139  6  -  5 150 

2023  143  2  -  5  150 
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4.5. Penyajian Temuan Data Dan Fakta Dilapangan 

4.5.1. Pelaksaanan Program E-filling  

Pada pelaksana program e-filing dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi terdapat indikator yang berpengaruh yang dilihat dari sisi 

kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan penyampaian e-filling kepada wajib pajak 

dilakukan oleh setiap divisi yang diperankan oleh seluruh staff di KKP My Tax 

Indonesia, jadi semua staff pada dasarnya harus menguasai tentang e-filling dan juga 

harus memahami dan siap menjelaskan kepada wajib pajak tentang bagaimana e-

filling dilaksanakan. 

4.5.2. Standar Operasional Prosedur 

Standar operasional prosedur atau mekanisme merupakan suatu petunjuk, 

tuntunan, ataupun pedoman suatu program atau kebijakan sehingga dalam 

pelaksanaannya dapat dicapai sesuai sasaran. E-filling merupakan program dari 

Direktorat Jendereal Pajak yang dirancang dengan tujuan menghemat biaya 

administrasi dan untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan Surat 

Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online.  

Berikut ini adalah tata cara penerimaan SPT elektronik yang didapat dari data 

SOP divisi Wajib pajak di KKP My Tax Indonesia yaitu: 

1.  SPT tahunan disampaikan wajib pajak harus dipastikan bahwa data digital yang 

terdapat dalam media penyimpanan elektronik dapat dibaca, dan dimasukkan ke 

dalam sistem DJP.  

2. Proses membaca data digital merupakan bagian dari proses penelitian SPT  
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3. Urutan proses dalam penerimaan SPT tahunan yaitu view, load header, kemudian 

cetak Bukti Penerimaan SPT Tahunan dan untuk unduh data (automatic process 

by system). 

4. Petugas harus menyimpan data digital pada komputer petugas secara mandiri 

untuk mengantisipasi dalam hal proses login data gagal dan harus di ulang Jika 

data tidak dapat dilihat dan atau terjadi gagal login maka SPT tahuan dinyatakan 

tidak lengkap dan harus dikembalikan kepada wajib pajak dan dalam hal SPT 

yang disampaikan melaui jasa kurir, maka kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat 

Permintaan Kelengkapan SPT. 

4.5.3. Aplikasi dan Penerapan 

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang 

Pribadi secara e-fillig diakses melalui website Direktorat Jenderal Pajak 

(www.pajak.go.id). Sesuai peraturan DJP tentang tata cara e-filling, mekanisme yang 

pertama wajib pajak harus mengisi surat per mohonan EFIN yang berguna untuk 

mendaftar dan mereset password  di website DJP.  Jika persyaratan lengkap dan sesuai 

maka saat itu juga EFIN akan langsung diberikan dan wajib pajak bisa melakukan 

pendaftaran sendiri melalui website DJP. Setelah itu wajib pajak dapat mengisi SPT 

tahunan secara online. Setelah itu wajib pajak harus mencetak bukti pelaporan 

elektronik dan disimpan sebagai bukti telah melakukan pelaporan. 

1. Mengajukan Permohonan EFIN  

 

 

 

Sumber : data yang diolah penulis, 2024 

Wajib  

pajak 

Memba

wa 

NPWP 

& email 

Dipros

es 

KKP 

My 

Tax 

EFIN 

http://www.pajak.go.id/
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Gambar IV.16 

Mekanisme e-filling 1 

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas 

yang diterbitkan oleh DJP kepada pembayar pajak yang melakukan transaksi 

pada DJP secara elektronik. Wajib Pajak mengajukan permohonan EFIN pada 

KKP My Tax Indonesia PIK dengan memenuhi persyaratan dengan membawa 

NPWP dan menyiapkan email. Setelah itu, wajib pajak diharuskan mengisi 

formulir permohonan EFIN. Jika semua persyaratan telah terpenuhi maka 

EFIN secara langsung akan diterbitkan dan diberikan kepada Wajib Pajak dan 

tidak doperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain. EFIN sendiri 

berfungsi sebagai password bagi pendaftaran awal dan atau reset password.  

2. Registrasi/Login ke website DJP  

 

 

 

Sumber : data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.17 

Mekanisme e-filling 2 

Jika EFIN sudah diberikan wajib pajak diharuskan melakukan aktivasi pada 

website resmi DJP (www.pajak.go.id) Wajib pajak sudah melakukan  pendaftaran 

www.pajak.go. Wajib pajak mengisi Surat Pemberitahuan pajak Tahunan Setelah 

Wajib Pajak melakukan aktivasi EFIN, wajib pajak dapat mengisi SPT secara 

online. Langkah terakir, wajib pajak diharuskan mencetak bukti pelaporan SPT 

sebagai bukti pelaporan SPT secara elektronik. 

3. Mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan  

Wajib pajak (sudah 

mendapatkan EFIN 

Melakukan pendaftaran 

pada website www. 

Pajak.go.id 

DJP Online 

http://www.pajak.go.id/
http://www.pajak.go/
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Sumber : data yang diolah penulis, 2024 

Gambar IV.18 

Mekanisme e-filling 3 

Setelah Wajib Pajak melakukan aktivasi EFIN, wajib pajak dapat mengisi SPT 

secara online. Langkah terakhir, wajib pajak diharuskan mencetak bukti 

pelaporan SPT sebagai bukti pelaporan SPT.  

 

4.6. Refleksi Penelitian 

Refleksi dilakukan untuk memahami hal-hal yang berkaitan dengan proses dan 

hasil yang diperoleh dari tindakan yang telah terlaksana. Pada tahap ini temuan-

temuan atau data tersebut digunakan sebagai refleksi untuk melihat apakah ada 

peningkatan pada pembayaran pajak bila menggunakan e-filling. Selain itu, data-

data yang berupa hambatan, kekurangan, dan kelemahan yang dijumpai selama 

proses penelitian dapat dilakukan pemecahan permasalahannya. 

Dengan adanya sistem e-filling maka memudahkan wajib pajak dalam 

melakukan pelaporan SPT Tahunan karena sistem ini telah terkomputerisasi, maka 

dari itu semua rekap pelaporan SPT Tahunan akan otomatis terekam dan tersimpan 

sesuai dengan pengelompokan masing-masing. Adapun refleksi yang dapat 

dilakukan pada penelitian ini adalah : 

Wajib 

pajak telah 

melakukan 

aktivitas 

EFIN 

DJP 

ONLINE 

Pengisian 

SPT 

Tahunan  

Penerimaan 

BPE pada 

akun email 
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1. Penggunaan e-filling sebagai media pelaporan SPT tahunan masih memiliki 

kendala bagi wajib pajak yang belum paham mengenai syarat dan mekanisme 

penggunaanya. 

2. Wajib pajak masih memiliki kesadaran pajak yang kecil sehingga relative 

mengabaikan proses pembayaran SPT yang baik dan benar. 

Dari hasil refleksi diatas maka dapat dilakukan perbaikan, sebagai berikut: 

1. Penggunaan e-filling sebagai media pelaporam SPT bagi wajib pajak orang 

pribadi harus disertai dengan pedoman agar wajib pajak lebih antusias dalam 

melakukan proses pelaporan SPT tahunannya. 

2. Melakukan sosialisasi dan sanksi pajak yang jelas untuk meningkatkan  

kesadaran  wajib pajak. 

 

4.7. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini berfokus pada data primer dan sekunder, dan metode yang 

digunakan adalah analisis deskriptif kualitaif. Data terdiri dari dokumentasi  yang 

penulis kumpulkan selama proses penelitian dan data yang penulis peroleh dari 

wawancara mendalam. Adanya keterbatasan terletak pada subjektifitas penulis karena 

penelitian ini bergantung pada interprestasi penulis dalam melakukan wawancara yang 

mendalam, maka ada kemngkinan terjadinya bias. Maka keterbatasan penelitian ini 

adalah: 

1. Keterbatasan sumber, dilakukannya pengecekan data dari salah satu informan 

yaitu karyawan atau staf pajak pada divisi wajib pajak orang pribadi, dari hasil 

peelitian terdahulu yang memiliki fokus penelitian yang sama. 
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2. Keterbatasan liteatur, hasil penelitian sebelumnya yang kurang penulis dapatkan 

sehingga penelitian ini banyak memiliki kelemahan baik dari segi hasil maupun 

analisis data. 

3. Keterbatasan data, hanya melibatkan penggunaan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan 

karyawan atay staf pajak pada divisi wajib pajak orang pribadi di KKP My Tax 

Indonesia PIK, dan data yang didokumentasikan dalam dokumen perusahaan 

seperti struktur organisasi dan tugas pokok setiap divisi. 

4. Keterbatasan waktu, dilakukan dengan cara menentukan waktu yang sesuai 

dalam melakukan pengumpulan data, tentunya hal tersebut penulis sesuaikan 

kembali dengan jam kerja yang ada di KKP My Tax Indonesia PIK sehingga 

penelitin ini kurang maksimal. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan analisa penulis dalam penelitian yang telah  dilakukan mengenai  

“Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan melalui E-filing utuk Wajib Pajak Orang 

Pribadi di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah Kapuk Jakarta 

Utara”, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Mekanisme pelaporan Surat Pembertitahuan (SPT) tahunan orang pribadi 

melalui e-filling di Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia Pantai Indah 

Kapuk Jakarta Utara telah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak 

Nomor PER-01/PJ/2014 dimana pelaporannya dimulai dari wajib pajak login di 

www.pajak.go.id dengan akun DJP online, memilih layanan e-filling, lapor SPT, 

buat SPT dan mengisi SPT sesuai dengan bukti potong pajak, mengambil kode 

verifikasi, mengirim SPT, dan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dikirim ke 

email wajib pajak. 

2. Konsultan pajak mengalami kendala atau hambatan ketika melakukan 

pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) tahunan wajib pajak orang pribadi  

melalui e-filling, yaitu kesalahan wajib pajak dalam memberikan informasi 

mengenai kata sandi email, informasi pribadi yang tidak lengkap seperti sisa 

hutang yang dimiliki wajib pajak. 

3. Hambatan dalam melakukan pelaporan SPT tahuan wajib pajak orang pribadi 

melalui e-filling adalah sering terjadi gangguan pada situs website DJP online. 

4. Upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Konsultan Pajak My Tax Indonesia 

Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara terhadap kendala tersebut, yaitu memberikan 

http://www.pajak.go.id/
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layanan dalam pembuatan NPWP, akun DJP online, email pribadi, nomor EFIN, 

dengan memastikan semua data tersebut aman. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah penulis jabarkan, maka dari itu 

penulis mencoba memberikan beberapa saran yang bila mana nantinya dapat 

membantu sistem kerja yang lebih optimal. Saran yang penulis sampaikan berupa 

saran teoritis dan saran praktis, adapun beberapa saran yang dapat penulis 

sampaikan yaitu sebagai berikut: 

1. Penerapan kualitas jasa layanan konsultan pajak di Kantor Konsultan Pajak 

My Tax Indonesia PIK yang sangat baik harus dipertahankan dan akan lebih 

baik lagi jika ditingkatkan seperti meningkatkan daya tanggap terhadap klien 

dengan membentuk departemen khusus agar dapat dengan cepat memberikan 

respon bagi wajib pajak. Karena semakin tinggi kualitas layanan jasa 

konsultan pajak, maka akan memberikan hasil yang sangat memuaskan bagi 

wajib pajak yang menjadi klien di KKP My Tax Indonesia. 

2. Dalam melakukan pelaporan SPT tahunan diharapkan Kantor Konsultan Pajak  

My Tax Indonesia PIK dapat lebih tegas dan melakukan observasi lebih dalam 

terhadap wajb pajak yang menggunakan jasa perpajakan. Sehingga tidak 

terjadi kendala yag sama pada klien berikutnya dan proses pelaporan SPT 

tahunan dapat berjalan dengan lancer tanpa hambatan. 

3. Karena sistem kerja yang ada pada Kantor Konsultan Pajak My tax Indonesia 

PIK telah terkomputerisasi, terkadang penulis mengalami adanya kendala 

teknis atau system error yang terjadi pada hardware dan software yang 
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digunakan. Saran dari penulis sebaiknya pihak kantor melakukan 

pemeliharaan hardware dan software yang digunakan minimal satu kali dalam 

sebulan, agar dapat mengantisipasi adanya hambatan. 

4. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dilakukan 

dengan wawancara tidak terstruktur pada staff pajak. Penelitian selanjutnya 

diharapkan menggunakn metode lain seperti halnya metode kuantitatif untuk 

melengkapi hasil penelitian kali ini. 
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